












(SKN) Regional IV Makassar untuk ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

[Vide Bukti PK.32.8-16]; 

1.4. Sawaslu Kabupaten Maluku Sarat Daya mengawasi atas 

pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteruskan ke 

Sadan Kepegawaian Negara (SKN). Sawaslu Kabupaten 

Maluku Sarat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut 

oleh Sadan Kepegawaian Negara (SKN) Regional IV 

Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode 

etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi SKN. 

2. Sawaslu Kabupaten Maluku Sarat Daya menerima Laporan

Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan

Nomor 014/LP/PS/Kab/31.1 0/Xl/2024 yang pada pokoknya

berkaitan dengan keterlibatan Kepala Desa Tututwaru dengan

membuat suatu keputusan yang menguntungkan salah satu

pasangan calon dan juga adanya dugaan pelanggaran netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN).[Vide Bukti PK.32.8-17];

2.1. Sawaslu Kabupaten Maluku Sarat Daya melakukan kajian

awal terhadap laporan nomor 014/LP/PS/Kab/31.1 0/Xl/2024, 

Tanggal 1 Desember 2024, dengan hasil yang pada pokoknya 

laporan yang disampaikan memenuhi syarat formil dan 

materil.[Vide Bukti PK.32.8-18]; 

2.2. Sawaslu Kabupaten Maluku Sarat Daya melakukan proses 

kajian hukum yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 

(Kajian Dugaan Pelanggaran) kemudian dilakukannya 

pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten 

Maluku Sarat Daya dengan hasil yang pada pokoknya 

laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan Terlapor yang 

yang adalah kepala Desa Tutuwaru tidak memenuhi unsur 

tindak pidana pemilihan sehingga dihentikan proses 

penanganan.[Vide Bukti PK.32.8-19]; sedangkan Dugaan 

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Sawaslu 

Kabupaten Maluku Sarat Daya merekomendasikan kepada 

Sadan Kepegawaian Negara (SKN) Regional IV Makassar 

melalui Surat Rekomendasi Nomor 

015/PP.00.02/K.MSD/12/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[Vide 

Bukti PK.32.8-20]; 

2.3. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan 

pemberitahuan status laporan, tertanggal 12 Desember 2024 

berdasarkan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya 

laporan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai 

pelanggaran tindak pidana dan laporan direkomendasikan 

kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV 

Makassar.[Vide Bukti PK.32.8-21]; 

2.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi 

pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran 

Netralitas ASN yang diteruskan kepada Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) Regional IV Makassar. Bawaslu Kabupaten 

Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar 

atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, 

namun masih menunggu Verifikasi BKN. 

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelibatan ASN, 

Pemerintah Desa dan Dusun serta Penyelenggara Pemilihan yang 

secara nyata mendukung salah satu pasangan calon tertentu pada 

angka 24 Paragraf 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 

dan angka 26 halaman 14 sampai dengan halaman 18, terhadap dalil 

pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku 

Barat Daya: 

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan

pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak

terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta

permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan

yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 24 Paragraf 1

Halaman 14, pemohon tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu

Kabupaten Maluku Barat Daya, Bawaslu mengeluarkan imbauan

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor 058/

PM.00.02/K.MBD/09/2024 tertanggal 23 September 2024, yang
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di TPS 01 Lawawang tidak ada kejadian/peristiwa yang terjadi. 

[Vide Bukti PK.32.8-26]; 

6. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 1 O Halaman 16

dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Panwas

Kecamatan Pulau Masela yang di tuangkan dalam Formulir

Model.A dengan Nomor : 018/LHP.01.02/MBD/Xl/2024 tertanggal

25 November 2024 yang pada pokoknya proses pendistribusian

dan pengawasan masa tenang di 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu)

Dusun di Kecamatan Pulau Masela Tidak ada dugaan pelanggaran

maupun laporan dari masyarakat. [Vide Bukti PK.32.8-27];

7. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 20, 21 Halaman 17

dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Panwas

Kecamatan Pulau Dawelor-Dawera yang di tuangkan dalam

Formulir Model.A dengan Nomor: 22/LHP/DW/MBD-01.02/10/2024

tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya kegiatan

Kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 tidak

terdapat pelanggaran/kejadian yang terjadi.[Vide Bukti PK.32.8-

28];
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Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibuat 

dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 17 

Januari 2025. 

Hormat kami, 

Bawaslu.Kabupaten l\llaluku Barat Daya 

�f'\.

Anggota, 

(Sa�f Pd) 

.. 

(Anthoni Sopacua, S.Pi) 
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